
S A L I N A N 
   

 

 

BUPATI TANAH LAUT 

 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT 

NOMOR 86 TAHUN  2022 

 

TENTANG 

 

 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  

NOMOR 28 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, 

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN 

PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN 

SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA 

DAERAH (APBD) KABUPATEN TANAH LAUT 

 

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI TANAH LAUT, 

 

Menimbang:  a.  bahwa agar tidak terjadi multitafsir atas frase Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran 

(KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perlu 

ditambahkan penjelasan resmi yang dimaksud dengan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Kebijakan 

Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran 

Sementara (PPAS) merupakan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah (RKPD) beserta perubahannya dan Kebijakan Umum 

Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara 

(PPAS) beserta perubahannya;  

b. bahwa dalam rangka tertib administrasi penganggaran hibah 

dan bantuan sosial perlu ada penyempurnaan atas 

Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2021 tentang tata cara 

penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, 

pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan 

evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari 

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten 

Tanah Laut; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 

Tanah Laut Nomor 28 Tahun 2021 tentang Tata Cara 

Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 

Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan 

Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari 
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Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten 

Tanah Laut; 

 

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan 

Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan 

Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah 

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6736); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400);  

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6801); 

6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);  

7. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Rebuplik Indonesia Nomor 6573); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 

2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 

Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

63); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 

tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana 

Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten  Tanah Laut Nomor 6 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah 

Laut Nomor 25); 
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MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 28 TAHUN 2021 

TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN 

PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN 

SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN 

SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN 

BELANJA DAERAH (APBD) KABUPATEN TANAH LAUT. 

  

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 28 Tahun 

2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 

Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan 

Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

(APBD) Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 

2021 Nomor 28) diubah sebagai berikut: 

 

1. Ketentuan Pasal 10 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (7), sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 10 

 

(1) SKPD Teknis Berkenaan atau Bagian Kesejahteraan Rakyat 

membentuk Tim Evaluasi Hibah yang bertugas melakukan evaluasi 

keabsahan dan kelengkapan persyaratan hibah atas surat 

permohonan, proposal, persyaratan administrasi, dan kesesuaian 

substansi  dokumen teknis hibah dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan serta melakukan verifikasi lapangan terhadap 

hibah sarana dan prasarana. 

(2) Evaluasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mempertimbangkan juga kinerja pengelolaan hibah sebelumnya, 

akumulasi belanja hibah yang pernah diterima dan/atau kegiatan 

sejenis yang telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

6 ayat (4). 

(3) Susunan keanggotaan Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) terdiri dari: 

a. pengarah; 

b. ketua; 

c. wakil ketua; 

d. sekretaris; dan 

e. anggota. 

(4) Kepala SKPD Teknis Berkenaan atau Kepala Bagian Kesejahteraan 

Rakyat menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada 

Bupati melalui BAPPEDA untuk dicantumkan dalam RKPD. 

(5) Kepala SKPD Teknis Berkenaan atau Kepala Bagian Kesejahteraan 

Rakyat selaku pemberi/penerbit rekomendasi bertanggung jawab 

penuh atas rekomendasi yang disampaikan. 
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(6) TAPD menyusun Rancangan Daftar Nominatif Calon Penerima Hibah 

(DNC-PH) sesuai alokasi belanja hibah yang tercantum dalam RKPD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 

(7) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah RKPD dan 

Perubahan RKPD.  

 

2. Ketentuan Pasal 12 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 12 

 

(1) Persetujuan Bupati atas permohonan hibah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 11 ayat (1) yang dituangkan dalam rancangan Daftar 

Nominatif Calon Penerima Hibah (DNC-PH) menjadi dasar 

pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA-PPAS. 

(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), meliputi anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa. 

(3) Rancangan KUA-PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 

Rancangan KUA-PPAS dan Rancangan Perubahan KUA-PPAS. 

 

Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Tanah Laut. 

 

 

  Ditetapkan di Pelaihari 

  pada tanggal 27 Juli 2022     

 

BUPATI TANAH LAUT, 

ttd 

Ttd 

 

H. SUKAMTA 

Diundangkan di Pelaihari 

pada tanggal 27 Juli 2022     

 

      SEKRETARIS DAERAH  

    KABUPATEN TANAH LAUT,          

  

   Ttd 

                       ttd 

          H. DAHNIAL KIFLI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2022 NOMOR 86 


